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SILA KETUHANAN YANG MAHA 
ESA

Ketuhanan = Tuhan
Pencipta alam semesta dan segala isinya

Yang Maha Esa
Maha Tunggal

Tiada sekutu bagi-Nya

Esa dalam Dzat-Nya

Esa dalam sifat-Nya

Esa dalam perbuatan-Nya

Keberadaan TUHAN 
Tidak disebabkan oleh keberadaan makhluk

Menyebabkan adanya makhluk

Tuhan itu PRIMA CAUSA (penyebab pertama dan utama atas
timbulnya sebab-sebab yang lain)



SILA KETUHANAN YANG MAHA 
ESA (lanjutan)

Tuhan sebagai Maha Pencipta

Kekuasaan Tuhan tidak terbatas

Maha Suci: kesempurnaan, kebaikan, kebenaran dan
keadilan

Negara Indonesia didirikan atas dasar landasan
moral luhur, yaitu KETUHANAN YANG MAHA ESA:

Negara menjamin warga negara dan penduduknya untuk
memeluk agamanya masing-masing

Menjamin terlaksananya peribadatan sesuai dengan agama 
dan kepercayaannya



SILA KETUHANAN YANG MAHA 
ESA (lanjutan)

Kebebasan beragama dan beribadat:
Pembukaan UUD 1945 Alinea Kedua

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa …….”
Negara INDONESIA tidak menganut Atheisme
Negara INDONESIA tidak menganut faham atau sikap sebagai
negara sekuler
Negara INDONESIA bukan merupakan negara agama

Pasal 29 UUD 1945
Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agama dan kepercayaannya itu

Tri Kerukunan Hidup (Alamsyah Ratu Prawiranegara):
Kerukunan hidup antar umat seagama
Kerukunan hidup antar umat beragama
Kerukunan hidup antar umat beragama dan Pemerintah



SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL 
DAN BERADAB

Kemanusiaan = manusia

Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

Mempunyai potensi pikir, rasa, karsa dan cipta

Dengan akal budinya menjadi berbudaya

Dengan nuraninya menyadari nilai-nilai dan norma-norma

Adil

Suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas
ukuran/norma-norma yang objektif dan tidak subjektif

Tidak sewenang-wenang



SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL 
DAN BERADAB (lanjutan)

Beradab = adab
Berbudaya

Sikap hidup

Keputusan dan tindakan selalu dilandasi oleh nilai-nilai
budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan/moral 

Tata kesopanan, kesusilaan atau moral

Beradab berarti berdasarkan atas nilai-nilai kesusilaan atau
moralitas

Kemanusiaan yang adil dan beradab:
Adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia dalam
hubungannya dengan norma-norma dam kebudayaan



SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL 
DAN BERADAB (lanjutan)

Sila ini bersumber kepada ajaran KETUHANAN 
YANG MAHA ESA, yaitu sesuai dengan kodrat
manusia sebagai ciptaan-Nya

Sila ini selaras dengan:

Pembukaan UUD 1945:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas
dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan”

Pasal-pasal 27, 28, 28a s/d 28j, 29, 30 dan 31 UUD 1945



SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL 
DAN BERADAB (lanjutan)

Pasal 27:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 28 (28a s/d 28j lihat dalam UUD 1945):

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan
undang-undang

Pasal 29 (lihat uraian sebelumnya)



SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL 
DAN BERADAB (lanjutan)

Pasal 30:

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara

Pasal 31:

Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan

Setiap warha negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang



SILA PERSATUAN INDONESIA
Persatuan = satu = utuh

Tidak terpecah-pecah

Bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu
kebulatan

Persatuan Indonesia

Persatuan bangsa yang mendiami wilayah INDONESIA (95-141 derajat BT 
dan 6 derajat LU sampai 11 derajat LS)

Perwujudan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang 
Adil dan Beradab

Tidak menganut paham yang sempit (chauvinisme)

Berpaham untuk menghargai bangsa lain

Nasionalisme

Mengatasi segala paham: paham golongan, paham kesukuan dan selalu
membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan INDONESIA

BHINEKA TUNGGAL IKA



SILA PERSATUAN INDONESIA 
(lanjutan)

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia dalam suatu udang-undang negara Indonesia 
…….”

Pasal 1, 32 dan 36 UUD 1945



SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH 
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM 
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

Kerakyatan = rakyat

Sekelompok manusia

Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat (KEDAULATAN RAKYAT)

Kedaulatan rakyat = rakyat yang berdaulat/berkuasa dan menentukan

Demokrasi : rakyat yang memerintah atau pemerintahan yang 
mengikutsertakan rakyat

Hikmat Kebijaksanaan

Penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu
mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat
dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta
didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani

Permusyawaratan

Tata cara untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal
berdasarkan kehendak rakyat (keputusan atas dasar kebulatan pendapat
atau mufakat)



SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH 
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM 
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN (lanjutan)

Permusyawaratan

Ciri khas kepribadian bangsa INDONESIA

Perwakilan

Satu sistem dalam arti tata cara atau prosedur dengan
mengusahakan turut sertanya rakyat untuk ambil bagian dalam
kehidupan bernegara melalui badan-badan atau lembaga-lembaga
perwakilan yang ada

SILA INI MENGANDUNG ARTI

Rakyat di dalam menjalankan kekuasaan atau kekuasaan yang 
dijalankan dengan mengatasnamakan rakyat itu ditempuh melalui
jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta
rasa tanggung jawab kepada TUHAN YANG MAHA ESA maupun
kepada rakyat yang diwakilinya/rakyat banyak



SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH 
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM 
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN (lanjutan)

SENDI PENTING:

Asas kekeluargaan

Tata pemerintahan INDONESIA didasarkan atas
KEDAULATAN RAKYAT

Hakikat Pengertian SILA INI

Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat:

“……. maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang 
berkedaulatan rakyat …….”

Pasal-pasal 1, 2, 3, 22e, 28 dan 37 UUD 1945



SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH 
RAKYAT INDONESIA

Keadilan = adil

Tidak berat sebelah

Keadilan sosial

Keadilan tidak berlaku dalam musyawarah di segala bidang
kehidupan (materi dan spiritual)

Adil dan makmur

Kehidupan jasmani dan rohani merata

Kehidupan adil dan makmur

Suatu kehidupan bangsa Indonesia yang adil dan makmur
dalam keadilan



SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH 
RAKYAT INDONESIA (lanjutan)

Pembukaan UUD 1945 Alinea Kedua

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan
INDONESIA telah sampailah pada saat yang 
berbahagia dengan selamat sentausa
mengantarkan rakyat ke depan pintu gerbang
kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, 
bersatu, berdaulat, adil dan makmur”

Pasal-Pasal 23, 23a, 23b, 23c, 23d, 23e, 
23f, 23g, 27, 28, 29, 31, 33 dan 34 UUD 
1945



Selamat Siang ……………….


